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  PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
    Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
1. Konsonan 
 
    Huruf 
     Arab 
   Nama     Huruf  Latin    Nama 
        
 ا          
      
    Alif 
Tidak dilambangkan     tidak dilambangkan 
 
     ب
 










      Sa 









       Ha 





      Kha 









      Zal 








       










     Syin 
Sy es dan ye 
 
   ص    
 
      Sad 








      Dad 




       Ta 
  




      Za 





     „ain 




    Gain G ge 
 
 ف
      Fa  F ef 
 
 ق
     Qaf Q qi 
 
 ك
     Kaf K ka 
 
 ل
     Lam 1 el 
 
 م
     Mim M em 
 
 ن
     Nun N en 
 
 و
     Wau W we 
 
 ه
      Ha H ha 
 
 ء





      Ya  Y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
  2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 





Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut. 
 
        Tanda 
 
        Nama 
 
   Huruf Latin 
 
         Nama 
 
  fathah آ
 
a a  
  kasrah ا
 
i i  
  dammah آ
 
u u  
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan 





    Huruf  dan 
      Tanda               
 
     
        Nama 
 
 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 
ā a dan garis di atas 
  ي
kasrah dan ya 
 
ī i dan garis diatas 
 ۇ
   dammah dan wau 
ū u dan garis diatas 
 
4. Ta’marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 






Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (   ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf    ي  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 
  oleh  huruf  kasrah ( ), ia  ditransliterasikan  seperti  huruf 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 
dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 










B. Daftar Singkatan. 
 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt. =  subhanahu wa ta ala 
saw. =  sallallahu alaihi wa sallam 
a.s = „alaihi al-salam 
M =  Masehi 
H =  Hijriah 
SM =  Sebelum Masehi 
             w. = Wafat tahun 
QS = Qur‟an Surah 
HR = Hadits Riwayat 
SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung 
KUA = Kantor urusan agama 
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 Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Putusan 
Hakim terhadap Isbat Nikah anak dibawah umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). 
pokok masalah dibagi dua sub masalah yakni:1.) Bagaimana analisis yuridis putusan 
Hakim pangkajene terhadap perkara isbat nikah anak dibawah umur? 2.) Bagaimana 
tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap isbat nikah anak dibawah umur?  
 Jenis penellitian ini tergolong Kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian 
lapangan (File research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku 
terkait judul, internet, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. 
Kemudian instrument penelitian terdiri dari putusan hakim, pedoman wawancara, 
handphone dan alat tulis. Lalu teknik pengelolahan yang digunakan adalah identifikasi 
data, editing dan coding. Dan metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Isbat nikah dapat dilakukan terhadap 
perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing 
para pihak. Dalam hal ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara 
Isbat nikah, baik perkara isbat nikah terhadap anak dibawah umur ataupun bukan. hanya 
saja ada pengecualian untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutamakan 
asas kemaslahatan.   
 Implikasi dari penelitian ini adalah : 1.) pemerintah harus memberikan regulasi 
yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan anak dibawah umur 
sehingga tidak ada yang dapat dirugikan bagi masyarakat atau pemerintah. 2.) 
mengedukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga penerapannya merupakan 




        BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan salah satu agama yang paling sempurna di permukaan bumi 
ini. Mengutamakan aspek kemaslahatan bagi seluruh umatnya adalah prioritas yang 
utama. Terutama dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan 
bagi seluruh umat manusia untuk menyempurnakan sebagian iman. Sebagai aspek untuk 
menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya, sebagai sebab dalam dunia 
peradaban.  
Perkawinan mengandung akibat hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa
1
. 
Melangsungkan sebuah perkawinan berarti salah satu usaha untuk mendapatkan hak dan 
kewajiban antara satu sama lain. Perkawinan juga menjadi alasan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam 
pengertian perkawinan yang diuraikan dari kata  (kawin) yang menurut bahasa artinya. “ 
membentuk hubungan yang sah dengan lawan jenis dan juga lawan jenis serta 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh“
2
. 
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 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 
2





Hal tersebut menjadikan kedudukan perkawinan menjadi salah satu dialog yang 
suci kepada Allah SWT karena merupakan salah satu ibadah, sebagaimana dalam fitrah 
sebuah perkawinan ialah mewujudkan garis keturunan. Allah SWT berfirman dalam 
Q.S. Adz-Dzariyat/ 51:49. 
                   
Terjemahnya : 




Tafsiran dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51:49 sebagai berikut. 
Dari segi bahasa, kata (أزواج) azwaj adalah bentuk jamak dari kata (اج  Zauj (أ ْزو 
yakni pasangan. Kata ini – menurut pakar bahasa al-Qur‟an, ar-Raqhib al-Ashfahani, 
digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), baik 
jantan atau betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga 
digunakan untuk menunjuk kedua yang berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjuk 
hal yang sama bagi selain binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar-Raghib menegaskan 
bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak 
belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat al-Qur‟an pun menggunakan kata tersebut 
dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup. Sebagaimana dalam surah 
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adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Dari sini ada malam ada siang, 
ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. Semua - selama dia 
makhluk – memiliki pasangan. Hanya sang khalik, Allah Swt. Yang tidak ada pasangan-
Nya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, 
ada arus positif dan arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan 
wujud yang terskecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri 
dari elektron dan proton
4
. 
 Dalam hal perkawinan, batas umur menjadi salah satu hal yang sangat penting 
untuk memenuhi salah satu syarat sebuah perkawinan. Berdasarkan Hukum Islam, batas 
umur tidak menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan. Sebab, jika seseorang telah 
memenuhi rukun dan syarat sah serta mencapai usia baliqh, maka  seseorang sudah 
dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Berbeda halnya dalam pandangan Hukum 
Positif  yang mengatur tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, sebagaimana 
dalam pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan 
bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun.  
 Tapi pada realitanya, masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan 
Hukum dengan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah muda atau masih 
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dibawah umur tanpa memperhatikan hukum yang sedang berlaku dengan alasan untuk 
menghindari perbuatan perzinahan. 
 Dampak buruk dari perkawinan anak dibawah umur menimbulkan tidak adanya 
legalitas keabsahan hukum dari Negara. Sebagaimana perkawinannya tidak dapat 
dicatatkan
5
. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 bahwa : 
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Selain Hukum Positif, keabsahan sebuah perkawinan juga tercantum dalam 
Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa : 
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam tetap perkawinan 
harus dicatat. 
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat 
nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954  
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Adapun teknis pelaksanaan sebuah perkawinan diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan 
(2) bahwa : 
1. Untuk memenuhi kekuatan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Ketidakpahaman dan ketidakpekaan masyarakat terhadap Hukum, mendasari 
salah satu penyebab terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur. Meskipun 
dalam Agama Islam tidak menjelaskan bahwa pentingnya sebuah pernikahan untuk 
dicatatkan, namun pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat penting untuk 
kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti 
autentik keabsahan dalam sebuah pernikahan. 
Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut guna mendapatkan kepastian 
hukum dari Negara ialah dengan adanya Isbath Nikah anak dibawah umur. Yang 
dimaksud Isbat Nikah dibawah umur ini ialah, seorang anak yang telah melakukan 
pernikahan dibawah umur dan kemudian di isbathkan pernikahannya. Ha l ini bertujuan 
untuk mendapatkan kedudukan hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan.  
Dengan alasan tersebut, kasus pernikahan anak dibawah umur semakin marak 





Habis menikah, terbitlah isbath nikah. Fenomena ini sudah mendarah daging diruang 
lingkup masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal tersebut. 
Pejabat yang memiliki kewenangan tersebut memberikan Isbath nikah kepada 
anak dibawah umur dengan alasan pengesahan pernikahan padahal sudah sangat jelas 
bahwa pernikahan anak dibawah umur telah melanggar Undang-Undang perkawinan RI 
Nomor 16 Tahun 2019, tapi pada kenyataannya hal tersebut sangat lumrah terjadi.  
Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat kasus ini untuk dapat diletiti guna 
mencari apa alasan yang menjadi patokan dari Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene 
untuk memutuskan memberikan Isbath Nikah kepada anak dibawah umur. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Judul penelitian ini adalah “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbath 
Nikah Anak dibawah Umur (Studi Kasus dengan Nomor Putusan 
014/Pdt.P/2020.PA.Pkj). fokus masalah dalam penelitian ini adalah telaah atas putusan 
Hakim terhadap perkara Isbath Nikah anak dibawah umur yang ditetapkan oleh Hakim 
Pengadilan Agama Pangkajene. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan 
permasalahan tersebut maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian variabel 





a. Analisis adalah kegiatan untuk mencari dan merangkum beberapa data dan 
menyatukan variabel-variabel yang relevan untuk menjawab sebuah masalah 
tertentu. 
b. Yuridis merupakan suatu atauran atau kaidah yang dianggap hukum dibenarkan 
berlakunya karena telah diatur oleh undang-undang baik berupa undang-undang 
tertulis seperti kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) hingga undang-
undang yang tidak tertulis, seperti kebiasaan. 
c. Putusan merupakan ketetapan dari hasil musyawarah oleh hakim yang dituangkan 
dalam sebuah tulisan. 
d. Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan kewenangan dalam lembaga yudikatif 
untuk memutus suatu perkara dalam sidang peradilan. 
e. Terhadap merupakan sebuah partikel kata depan untuk menandai arah 
f. Isbath Nikah adalah pengesahan perkawinan yang ditetapkan oleh hakim dalam 
mewujudkan kekuatan hukum yang tetap. 
g. Anak dibawah umur adalah setiap anak yang berumur dibawah 18 (Delapan Belas) 







C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan 
yang menjadi inti pengkajian dalam penelitian kali ini : 
1. Bagaimana analisis yuridis Pertimbangan Hakim Pangkajene terhadap 
perkara Isbat Nikah pernikahan anak dibawah umur ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isbat Nikah 
pernikahan Anak dibawah umur ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Permasalah yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah Analisis Yuridis Putusan 
Hakim Terhadap Isbath Nikah Anak dibawah Umur. Maka dari itu, untuk lebih 
memfokuskan terhadap objek kajian terhadap penulisan skripsi ini maka dibutuhkan 
beberapa literatur yang berkaitan dengan objek kajian yang diantaranya sebagai berikut: 
1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., dalam bukunya Fiqh Munakahat 
yang menjelaskan secara garis besar ruang lingkup perkawinan di Indonesia dan 
juga sistem penerapannya. Meliputi perangkat perkawinan dan hal-hal yang 
menyangkut peranan penting dalam sebuah perkawinan. Buku ini mengupas 
segala hal yang menyangkut perihal perkawinan yang ada di Indonesia. 
2. Syaikh Muhammad Wa‟iz, DR. Mahmud Khadhrah, dalam bukunya Bidayatul 
Mujtahid buku II jilid 3 & 4 pembahasan dan penerapan perspektif hukum islam 
dan ushul fiqih. Buku ini menjadi salah satu referensi legendaris terlengkap yang 





ini mencakup pembahasan yang sangat luas perihal ushul fiqih. Salah satunya 
mencakup hal tentang perkawinan secara terstruktur. 
3. H. Zaeni Asyhadie, S.h.,M.Hum, dalam bukunya Hukum Keluarga menurut 
hukum positif di Indonesia yang mencakup tentang penjelasan perkawinan 
secara terperinci. 
4. M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum acara perdata yang membahas 
tentang putusan pengadilan dalam lingkup perdata.  
5. Achmad Ali dalam bukunya menguak tabir hukum yang menjelaskan bagaimana 
hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam sebuah putusan. 
6. Satria Efendi M.Zein dalam bukunya Problematika Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer yang membahas mengenai ketentuan dan syarat-syarat isbat nikah. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan penulisan 
Adapun tujuan penulisan dan penelitian yang ingin dicapai dari masalah ini 
adalah. 
a. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim terhadap perkara isbat nikah anak 
dibawah umur 
b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perkara Isbat 








2. Kegunaan Penulisan 
a. Sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan pemikiran masyarakat terhadap 
hukum perkawinan di Indonesia 
b. Mengedukasi masyarakat tentang penerapan hukum perkawinan, terutama bagi 














  BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan umum terhadap putusan 
1. Pengertian Putusan 
Penjelasan mengenai putusan Pengadilan dalam perkara perdata merupakan 
putusan pengadilan tingkat pertama yang berisikan penyelesaian perkara yang 
disengketakan. Hakim pun dalam hakikatnya menjatuhkan putusan harus melakukan 
musyawarah dengan hakim lainnya, agar tidak tercipta putusan yang sepihak dan dapat 
merugikan pihak yang disengketakan. Hakim dalam melakukan sebuah aturan disebut 
denga yurisprudensi. 
Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum Islam dari 
keputusan Pengadilan Agama, keputusan Pengadilan Tinggi Agama, dan keputusan 
Mahkamah Agung, sehingga dijadikan sebagai hasil dari formulasi hukum Islam yang 
kemudian melahirkan keputusan hukum tetap dan mengikat.
6
 
2. Asas Putusan 
Adapun uraian mengenai asas-asas dalam penegakan suatu putusan agar tidak 
dianggap sebagai putusan yang cacat dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, 
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a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci 
Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pada pertimbangan hakim yang 
sangat jelas dan cukup. Apabila ditemukan putusan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang dikategorikan tersebut, maka putusan tersebut tidak cukup 
pertimbangan. 
b. Wajib mengadili seluruh gugatan 
Hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak boleh hanya memeriksa 
dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang lain. Cara 
mengadili yang demikian sangat bertentangan dengan asas yang telah ditetapkan 
oleh Undang-undang 
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang di inginkan 
dalam gugatan, apabila ada putusan yang bersifat demikian maka putusan ini 
dapat disebut sebagai putusan Ultra petita partium. 
d. Diucapkan di muka umum 
1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative 
2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan 
3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam 
siding terbuka 





5) Radio dan televise dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang 
sidang. 
e. Formulasi Putusan 
Formulasi putusan merupakan sistematika atau susunan yang telah 
dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat ketentuan perundang-
undangan. Formulasi putusan diatur dalam pasal 184 HIR atau pasal 195 RBG. 
Apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, maka putusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 
1) Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan 
amar putusan. 
a) Dalil Gugatan 
b) Mencantumkan jawaban tergugat 
c) Uraian singkat dan lingkup pembuktian 
d) Pertimbangan hukum 
e) Ketentuan perundang-undangan 
f) Amar putusan 
2) Mencantumkan biaya perkara 
a) Prinsip pembebanan biaya perkara 
b) Pembebanan meliputi biaya putusan sela 
c) Biaya putusan Verstek kepada yang dijatuhi verstek 
d) Pembebanan biaya tambahan pemanggilan 





f. Putusan ditinjau dari berbagai Segi8 
1) Dari Aspek kehadiran para pihak 
a) Putusan Gugatan Gugur  
Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika penggugat 
tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak menyuruh wakilnya untuk 
menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu antara 
lain : 
(1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan 
penggugat, 
(2) berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.  
Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 77 Rv: 
(a) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud Putusan pengguguran gugatan 
yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan 
putusan akhir (eind vonnis) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara 
formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara 
belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat 
dibebaskan dari perkara itu.  
(b) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau 
Verzet. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan 
perlawanan atau verzet. Sifat putusannya: langsung mengakhiri perkara, karena itu 
langsung pula mengikat kepada para pihak atau final and binding, Selain 
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terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya sehingga tidak 
dapat diajukan banding dan kasasi. 
(c) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru  
Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan 
pengguguran gugatan, hanya:  
 mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena 
dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat ne bis in idem, sehingga 
dapat lagi diajukan sebagai perkara baru,  
 dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya 
yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan. Mengenai 
hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai 
salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan contentiosa.  
b) Putusan Verstek  
Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. 
Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek:  
 apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan 
tanpa alasan yang sah,  
 padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan 
putusan verstek.  
Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai 
hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya 
menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada 





(1) Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan 
Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata,  
(2) Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika 
gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.  
Mengenai proses putusan verstek, telah dibahas dalam bab tersendiri pada 
tulisan yang berkenaan dengan gugatan, penyitaan dan pembuktian. Oleh karena itu, apa 
yang dikemukakan pada uraian ini, hanya sekadar memperlihatkan bentuk putusan 
verstek dikaitkan dengan pokok permasalahan putusan ditinjau berbagai segi. 
c) Putusan Contradictoir  
Bentuk putusan lain ditinjau dari segi kehadiran para pihak dalam pemeriksaan 
persidangan adalah putusan contradictoir (kontradiktor). Bentuk putusan ini dikaitkan 
atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari 
segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor yakni : 
(1) Pada saat Putusan Diucapkan para Pihak Hadir  
Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat 
dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan 
namun 
 Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat 
atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan, 
 Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri 
persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk 





kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan 
diucapkan hakim.  
(2) Pada saat Putusan Diucapkan salah Satu Pihak Tidak Hadir  
Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, 
dan rujukannya mengacu kepada ketentuan Pasal 127 HIR, Pasal 81 Rv dengan 
tata cara sebagai berikut:  
 baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak 
yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan. Atau mungkin juga 
pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses 
pemeriksaan op tegenspraak. Atau pada sidang-sidang yang lain selalu 
hadir,  
 akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu 
pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang 
dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan 
verstek.  
2) Putusan di tinjau dari sifatnya9 
a) Putusan Deklarator  
Putusan declatoir, selanjutnya ditulis deklarator adalah yang berisi pernyataan 
atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya 
putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan 
atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat: penggugat 
tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang 
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berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan 
saham dari pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, 
putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan 
hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan 
penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan 
itu dicantumkan dalarn amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, 
putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai 
kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.  
Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar 
deklarator apabila gugatan dikabulkan. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan 
hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika gugatan dikabulkan, putusan 
didahului dengan amar deklarator berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah 
melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, 
mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan 
itu sendiri, tiada lain dari penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki 
status atas masalah yang disengketakan.  
b) Putusan Constitutief  
Putusan constitutief atau konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan yang 
memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum 
maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, 
merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan 
hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan 





sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Apabila 
hakim membatalkan perjanjian di antara pihak yang beperkara, berarti putusan itu 
meniadakan hubungan hukum semula dan serta merta para pihak dikembalikan kepada 
keadaan semula (restorated to the original condition).  
Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. 
Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar 
yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan 
hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah 
oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.  
c) Putusan Condemnatoir  
Condemnatoir atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar 
menghukum salah satu pihak yang beperkara. Putusan yang bersifat kondemnator  
merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat 
dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklarator atau konstitutif, 
karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang 
menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang 
bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.  
Ambil contoh sengketa mengenai wanprestasi. Amar putusan deklaratif dalam 
kasus itu dapat berdiri sendiri tanpa amar kondemnator. Hakim dapat menjatuhkan 
putusan menyatakan tergugat wanprestasi, dan hal itu dituangkannya dalam amar yang 
menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Putusan yang berisi amar 
deklaratif itu, dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi amar kondemnator berupa 





putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada 
tergugat, tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum tergugat 
membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat 
melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat.  
Ambil contoh lain, sengketa harta warisan di antara para ahli waris. Amar 
kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta 
warisan, harus didahului amar deklarator yang menyatakan penggugat dan tergugat 
adalah ahli waris, dan objek terperkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan 
tergugat atasnya tanpa hak. Tanpa didahului amar deklarator  
3) Putusan di lihat pada saat penjatuhannya10 
a) Putusan Sela  
Disebut juga putusan sementara (temporary award, interim award). Ada juga 
yang menyebutnya dengan incidenteel vonnis atau putusan insidentil. Bahkan disebut 
juga tussen vonnis yang diartikan putusan antara.  
Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 
Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang 
bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan 
berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan 
dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan 
putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir 
atau interlocutoir.  
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Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang beperkara 
untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia 
menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal 
beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela. 
b) Putusan Akhir  
Jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya 
adalah putusan akhir (eind vonnis) atau dalam Common Law, sama dengan final 
judgement. Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses 
pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung maka putusan akhir diambil dan 
dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Banyak juga yang 
menyebutnya putusan penghabisan sebagai alih bahasa dari eind vonnis. Kalau begitu, 
putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim 
B. Tinjauan Umum terhadap Hakim 
1. Pengertian Hakim 
Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dengan fungsi dan cita 
hukum antara lain dapat memberi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan 
hakim bersifat pasif dalam perkara perdata diharapkan mampu menetapkan putusan 
yang bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berperkara. Apabila hakim tidak 
menemukan titik temu dalam memutuskan sebuah perkara maka Hakim dalam 
mengeluarkan pendapatnya sendiri yang disebut sebagai yurisprudensi, selain itu pula 
Sumber hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memurtusakan sebuah perkara 





mengahadirkan kepastian hukum bagi yang menjalankan sebuah perkara. Hakim dalam 
bahasa Arab dapat di artikan yaitu/dan sepadan dengan kata qadhi yang berarti 
memutus. Hakim biasa di istilahkan sebagai orang yang bijaksana dan/atau orang dalam 
memutuskan sebuah perkara dan menetapkannya
11
 
Tugas hakim adalah menjalankan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya 
untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk semua jenis  perkara yang 




Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada asas 
penyelenggaraannya yakni sebagai berikut
13
 : 
a. Peradilan dilakukan berdasarkan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha 
esa”; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang diatur lebih 
lanjur dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman; 
b. Landasan filosofi hakim dalam meutuskan perkara sesuai dengan yang termaktud 
dalam Prembule Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 
bahwa Peradilan dilakukan hanya untuk melidungi segenap bangsa Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia; 
c. Peradilan dilakukan dengan menerapkan dan menegakkan hukum berlandaskan 
pancasila; 
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d. Peradilan dilakukan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; 
dimana hakim dalam memutus sebuah perkara tidak boleh mengulur-ulur perkara 
tersebut hingga masa daluarsa dan tidak menuntut biaya perkara yang dapat 
memberatkan para pihak yang berperkara di Pengadilan; 
e. Kemandirian hakim tidak boleh ada campur tangan pihak luar baik dalam bentuk 
tekanan fisik hingga non fisik; 




Berdasarkan pada Undang-undang kekuasaan kehakiman membahas bahwa 
hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 
untuk mengadili. Dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui 
putusan yang dibuatnya, seorang hakim secara normatif mempunyai tugas pokok yang 
diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain: 
a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1); 
b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 
ayat (2)); 
c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)) 
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d. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)) 
e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)) 
2. Metode menemukan hukum oleh hakim 
Secara umum, penemuan Hukum tidak memiliki arti khusus, tetapi beberapa 
pakar undang-undang berpendapat bahawa penemuan Hukum dapat ditafsirkan sebagai 
istilah penerapan hukum atau penciptaan undang-undang. Secara universal, penemuan 
Hukum adalah proses penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan oleh hakim 
sebagai pemegang kuasa yang diatur dalam undang-undang. Penemuan Hukum ini 
memberikan peristiwa nyata terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang hakim 
dalam menemukan suatu keharusan  dalam menyelesaikan konkrit. Sehingga ada 2 




a. Penganut doktrin “Sens-clair” (la doctrine du sensclair)16 
Menganut aliran yang menerangkan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya 
dibutuhkan apabila : 
1) Peraturannya belum ada untuk kasus yang begitu nyata, atau 
2) Peraturannya sudah ada tetapi masih ada yang belum jelas. 
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Maka menurut penganut diatas, apabila 2 (dua) hal tersebut tidak ada berarti 
penemuan hukum oleh hakim tersebut tidak ada.
17
 
1) Doktrin Sensclair menurut Michel Van Kerckhove (1978: 13-50) memberi 
pernyataan dalam 5 hal antara lain
18
 : 
a) Ada pasal-pasal hukum yang maknanya dipahami dengan baik, yang akan 
ditafsirkan ulang dalam penafsiran sebelumnya, dan yang tidak mungkin 
menimbulkan keraguan; 
b) Bahasa hukum yang diambil dari bahasa sehari-hari dapat dianggap bermakna sesuai 
dengan ketentuan hukum; 
c) Ketidakpastian teks undang-undang hanya muncul jika ketidakjelasan di atas atau 
definisi istilah yang kurang jelas; 
d) Bagi pembuat undang-undang, pandangan bahwa perbedaan makna harus dan harus 
dikurangi sejelas mungkin, ambiguitas ini harus dihindari sampai rumusan undang-
undang dapat mencapai kesempurnaan; 
e) Untuk mengetahui adanya ambiguitas atau tidak adanya ambiguitas dalam teks 
undang-undang, tidak diperlukan penafsiran. Di sisi lain, pengakuan atas kejelasan 
atau ambiguitas teks memberikan kriteria yang memungkinkan untuk menilai perlu 
atau tidaknya penafsiran atau adopsi hukum; dan jika perlu atau tidak perlu, akibat 
dari penerapan undang-undang tersebut adalah sama. 
2) Menurut Achmad Ali, ditemukan 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat 
diadopsi oleh hakim dalam praktik peradilan, yakni: (Achmad Ali, 156: 2002)
19
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a) Metode Interpretasi 
Dalam metode ini, penafsiran teks hukum tetap didasarkan pada bunyi teks 
dalam undang-undang. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa tafsir 
adalah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan umum dan luas tentang 
teks undang-undang, sehingga ruang lingkup yang dihadirkan dalam undang-undang 
tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. 
Untuk lebih jelasnya lagi, metode penemuan hukum dengan menggunakan 
interpretasi dibagi dalam beberapa bagian yakni
20
: 
b) Interpretasi subsumptif 
Metode subsumtif mengacu pada metode di mana pengadilan menerapkan 
peraturan perundang-undangan untuk kasus tertentu. Mereka yang masih sederhana dan 
belum memasuki tahapan dengan penalaran tinggi, namun hanya menerapkan teknik 
silogisme. Teknik ini biasanya didasarkan pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu, 
dalam menafsirkan undang-undang, hakim selalu memaknai ketika mendeskripsikan 
makna teks undang-undang, sehingga sangat dilandasi oleh latar belakang hukum dan 
undang-undang yang memiliki segala aturannya sendiri-sendiri. 
c) Interpretasi Gramatikal 
Metode ini menggunakan cara penafsiran yang mengedepankan setiap makna 
kata dalam bahasa sehari-hari, sehingga hakim dalam memutus perkara terkadang 
memiliki penafsiran yang berbeda terhadap makna pasal tersebut. 
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Menurut Pitlo (1998: 18-31) yang menerangkan tafsir gramatikal, yakni 
menangkap makna yang paling luas dari suatu teks menurut bunyi kata-katanya. Ini 
dapat ditafsirkan secara mendalam karena setiap kata memiliki arti yang berbeda. 
Batasan ini juga bisa menjadi sesuatu yang otomatis, tidak disadari, yang selalu kita 
lakukan saat membaca. 
d) Interpretasi historis 
Interpretasi inipun dibagi menjadi 2  yakni : 
(1) Interpretasi Menurut sejarah Undang-Undang; 
(2) Interpretasi menurut searah hukum 
e) Interpretasi Sistematis 
Metode peafsiran ini adalah satu kesatuan dari Undang-Undang yang tidak 
terpisahkan dan dijadikan sebuah sistem perudang-undangan dengan menghubungkan 
undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainya secara utuh dan 
sistematis. 
f) Interpretasi sosiologis atau teleologis 
Penerapan metode ini lebih banyak tentang peran hukum terhadap masyarakat. 
Jika ada undang-undang yang masih berlaku di masyarakat, tetapi sudah ketinggalan 
zaman dan tidak sejalan dengan perkembangan saat ini, maka dalam hal ini dengan 
melihat kejadian dan kebutuhan terkini dan tidak menjadi soal apakah undang-undang 





g) Interpretasi komparatif 
Metode ini hanya digunakan dalam hukum perjanjian internasional karena 
metode yang disajikan merupakan metode perbandingan antara berbagai sistem hukum 
yang masih berlaku dalam masyarakat. 
h) Interpretasi Futuristik 
Interpretasi menggambarkan bahwa Undang-Undang yang berlaku hingga 
sekarang (ius constitutum) dengan berpedoman pada Undang-Undang yang belum 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang masih di citakan.(ius constituendum).  
i) Interpretasi restriktif 
Metode interpretasi merupakan metode yang bersifat membatasi antara makna 
teks perundang-undangan itu sendiri. 
j) Interpretasi ekstensif. 
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang menjadikan interpretasi 
lebih dari sekedar interpretasi kata-kata dalam teks undang-undang, tetapi malah 
memperluas metode ini dalam penerapan perkara yang sedang disidangkan di 
pengadilan. 
k) Metode Konstruksi21 
(1) Metode Argumentum A‟Contrario 
(2) Rechtsvervijnings (Pengkonkritan Hukum) 
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(3) Metode Argumentum per Analogiam (Analogi) 
C. Tinjauan Umum terhadap Isbat Nikah 
1. Pengertian Isbat Nikah 
Menurut bahasa, isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata Isbat yang 
merupakan masdar atau asal kata dari atsbata yang mempunyai arti “menetapkan” dan 
kata “nikah” yang berasal dari kata nakaha yang memiliki arti "saling menikah”. 
Dengan demikian, kata isbat nikah memiliki arti, vaitu “penetapan pernikahan”.
22
 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata isbat diartikan sebagai definisi, yaitu 
menentukan kebenaran (validity) atau menentukan kebenaran sesuatu.
23
 
Pada prinsipnya isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah 
dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN 
yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamih Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) 
24
 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
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kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan 
menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan 
kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun hal 
lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau 
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta 
Nikah sebagai buku telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
25
 
Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan 
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pencatatan perkawinan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
Pasal 100 KUHPerdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibukrikan 
dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan 
ditegaskan, akta perkawinan atau akta Nikah merupakan satu-satunya alat buku 
perkawinan. 
2. Dasar hukum Isbat Nikah 
Merujuk kepada syari'at Islam, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak secara 
khusus mengatur tentang pencatatan nikah dan itsbat nikah, melainkan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 
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KUHPerdata, dan Keputusan Ketua Mahkamih Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menjelaskan 
bahwa perintah bagi orang-orang untuk melakukan pencatatan pernikahan secara sah 
sebagai bukti pernikahan. 
Pencatatan perkawinan tidak diatur dalam Al-Qur‟an atau Sunnah, namun jika 
kita melihat dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 282 yang menjadi dasar hukum tentang hutang 
piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan 
dengan istinbath berupa qiyas, berikut ayatnya.  
                                
                                  
                                    
                                       
                                
                                      
                                    
                                  












“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang 





bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu”. 
 
3. Akibat Hukum Isbat Nikah  
Suatu Isbat nikah adalah suatu peristiwa hukum, yang oleh karenanya peristiwa 
hukum isbat nikah mempunyai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut, khususnya 
berkaitan dengan hal-hal berikut. 
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a. Status Perkawinan  
Perkawinan yang tadinya hanya sah menurut hukum, dengan adanya atau 
dilakukannya isbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum juga akan sah menurut 
negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat 
sesuai yang dimaksudkan dalam hukum negara.  
b. Status Anak  
Isbat nikah vang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap 
status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kepastian hukum 
tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan-peraturan berikut : 
1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1). yaitu: 
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah”.  
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2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 42, 
yaitu: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah",  
3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". 
4)  Pasal 2 ayat (2) yartu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku".  
5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah: dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim 
dan dilahirkan oleh astri tersebut.  
Maka dari itu, dengan pengajuan isbat nikah bisa untuk “mengesahkan” anak 
sehingga dapat dibuatkan Akta Kelahiran, dan mempunyai hubungan hukum dengan 
kedua orang tua si anak. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status 
anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicaratkan 
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir 
dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Aka Kelahiran yang dikeluarkan 
oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta 








4. Syarat-syarat Isbat Nikah 
Sebuah Pernikahan hanya dapat dikonfirmasi atau dibuktikan melalui akta nikah 
yang dibuat oleh petugas pencatatan nikah. Dalam hal suatu perkawinan tidak dapat 
dibuktikan dengan akta nikah, maka Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama. 
Mengenai syarat nikah isbat sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi hukum Islam 
pasal 7 ayat (3), yaitu: 
a. Kehilangan akta nikah. 
b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 
c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada 
halangan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1974. 
d. Ada keraguan apakah salah satu perjanjian pranikah itu sah atau tidak 
5. Tujuan Isbat Nikah 
Harus kita diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta Pasal 7 kompilasi hukum Islam, keberadaan perkawinan hanya dapat 
dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan. 
akta nikah solusinya adalah dengan mengajukan itsbat nikah kepada yang berwenang. 
Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memastikan bahwa perkawinan yang 
akan dilangsungkan itu disahkan dalam bentuk akta nikah. akta nikah dan dilegalisir 
baik secara legal maupun dengan masyarakat umum. Selain itu, harus mencegah 
pencemaran nama baik yang bisa terjadi kapan saja dalam interaksi sehari-hari di 





Oleh karena itu, isbat nikah yang merupakan kewenangan pengadilan agama 
merupakan solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 
karena salah satu fungsi hukum dikenal untuk mengatur dan melindungi hak-hak 
masyarakat. Keberadaan pencatatan dan ritual perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada perlindungan hak-hak 
mereka yang terlibat dalam perkawinan.
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D. Tinjauan Umum terhadap Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah akad yang menghalalkan sebuah ikatan antara laki-laki dan 
perempuan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT dan mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman-
Nya dalam Q.S. adz-Dzariyaat/ 51:49 berikut. 
                   
Terjemahan : 
 






Perkawinan juga dapat di artikan sebagai perkara  yang wajib untuk umat 
muslim. selain menyatukan hubungan yang suci, perkawinan juga berperan penting 
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dalam mewujudkan regenerasi dengan lahirnya sebuah keturunan. Dengan adanya 
perkawinan, angka jumlah kasus kemaksiatan akan berkurang dan hal-hal baik akan 
selalu menghampiri. 
Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya 
dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut
29
 yakni (2) “Perkawinan menurut 
hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan 
umtuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan (3)  
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah”. 
2. Dasar Hukum 
Perkawinan tidak hanya berlandaskan pada ajaran Al-Qur‟an dan juga sunnah. 
Akan tetapi, berkaitan juga dengan hukum Negara. Sebagaimana dalam Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan bertujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 
yang maha esa. 
Perkawinan merupakan hal yang berkekuatan hukum tetap, setiap rangkaian 
dalam perkawinan memiliki landasan hukum. Baik hukum positif maupun hukum islam. 
Terlepas dari hal tersebut, ada hal-hal yang harus dihindari dalam perkawinan. Hal  
tersebut dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 39
30
, yang 
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menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan 
dikarenakan ada beberapa hal.  
   Pasal 39 
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria  dengan seorang wanita 
disebabkan” oleh (1) Karena pertalian nasab, (2) Karena pertalian kerabat semenda dan 
(3) Karena pertalian sepersusuan. 
3. Syarat-syarat perkawinan 
Pada dasarnya, syarat-syarat perkawinan tidak jauh beda dari rukum 
perkawinan, hanya saja syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya sebuah 
perkawinan. Apabila syarat terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah. Secara garis 
besarnya, syarat-syarat perkawinan yang dianggap sah ada dua yaitu : 
a. Calon mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, bukan merupakan orang 
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk 
selama-lamanya. 
b. Akad nikah dihadiri para saksi 
Penjelasan masing-masing syarat-syarat perkawinan  diatas akan dirincikan 
sebagai berikut : 
1) Syarat-syarat kedua mempelai. 
a) Syarat mempelai laki-laki 
(1) Calon suami beragama islam  
(2) Terang (jelas) bahwa calon suami benar-benar seorang laki-laki, dibuktikan 





(3) Orangnya dapat diketahui dan tertentu. 
(4) Calon mempelai laki-laki tersebut jelas halal kawin dengan calon mempelai 
perempuanMempelai laki-laki sudah mengetahui calon istrinya yang halal 
baginya. 
(5) Calon suami sedang tidak dalam paksaan untuk melakukan perkawinan tersebut 
(6) Calon mempelai sedang tidak melakukan ihram, 
(7) Calon mempelai laki-laki tidak mempunyai istri yang sedang dalam keadaan 
haram dimadu dengan calon istri, 
(8) Calon mempelai laki-laki tidak sedang tmempunyai  istri dalam jumlah  empat. 
Syarat-syarat perkawinan adalah salah satu hal yang harus terpenuhi agar 
hubungan perkawinan dianggap sah. Berikut beberapa penjelasan terhadap rincian 
syarat-syarat perkawinan diatas berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu : 
Penjelasan terhadap bagian a : 
Ketentuan ini diterapkan, sebagaimana dalam hukum islam seorang laki-
laki adalah pemimpin yang dapat mengayomi seorang perempuan dalam sebuah 
rumah tangga dan juga pengambil kebijakan tertinggi dalam sebuah keluarga. 
Adapun Nash keharaman wanita muslim kawin dengan laki-laki yang 
non muslim tercantum dalam Q.S. Al- Mumtahanah/ 60:10 berikut. 
 
                                 





                                  
                                    
    
 
 Terjemahan : 
“Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu 
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu 
kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka 
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula 
bagi mereka dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah 
mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar 
kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu 
meminta mahar yang telah kamu bayar, dnaa hendaklah mereka meminta mahar 
yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di 




Sedangkan laki-laki muslim yang kawin dengan wanita yang beragama 
lain (ahli kitab) oleh Al-Qur‟an diperkenankan sebagaimana tersebut dalam Q.S. 
Al-Maidah/5:5. 
                               
                              
                         
               
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal 
pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 





Penjelasan bagian b : 
Sangat jelas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki, untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar proses perkawinan tidak 
memiliki hambatan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu.  
Penjelasan bagian c : 
Persyaratan ini harus jelas, sebagaimana dipandang sah sebuah perbuatan 
hukum apabila pelakunya sudah jelas. 
Penjelasan bagian d dan e: 
Persyaratan ini harus jelas untuk menghindari hal-hal yang dapat 
melanggar perbuatan hukum dan dengan adanya persyaratan ini,  dapat juga 
diketahui bahwa tidak adanya hubungan nasab diantara keduanya. 
Penjelasan bagian f : 
Syarat pada prinsip ini ialah tidak adanya unsur paksaan antara calon 
mempelai laki-laki dan perempuan. Sebagaimana perkawinan merupakan 
perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya. 
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Penjelasan bagian g : 
Seseorang yang sedang melaksanakan ihram, tidak boleh melakukan 
perkawinan dan bahkan melamar juga tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan 
kepada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menurut riwayat 
Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan :  




“Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan 
serta tidak boleh melamar” 
 
Penjelasan bagian h dan i : 
Syarat ini menghimbau agar tidak mempunyai istri yang haram untuk 
dimadu dan juga memiliki istri empat mengenai no.8 didasarkan pada firman 
Allah Q.S. An-Nisa/4:23. 
                         
                        
                             
                                









“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 
yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri 
yang telah kamu campuri, tetai jika kamu belum campuri isterimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan),maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;sesungguhnya Allah maha 
pengampun lagi maha penyayang”
33
   
 
Dan juga sabda Nabi Saw : 
 ال تجمخ تيه المراة وءمتها وال تيه المراة وجا لتها
“Janganlah menghimpun antara seorang perempuan dengan bibi (dari 
pihak bapak) dan janganlah menghinpun antara seorang perempuan 
dengan bibinya (dari pihak ibu)” 
 
b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan 
(1) Beragama Islam atau ahli kitab 
(2) Perempuan, bukan khuntsa (banci) 
(3) Perempuan itu tentu orangnya 
(4) Halal bagi calon suami 
(5) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „idah 
(6) Tidak sedang dalam paksaan/ikhtiyar 
(7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 
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Syarat-syarat perkawinan adalah salah satu hal yang harus terpenuhi agar 
hubungan perkawinan dianggap sah. Berikut beberapa penjelasan terhadap rincian 
syarat-syarat perkawinan diatas berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu : 
Penjelasan Nomor 1 : 
Wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dikawin oleh 
lelaki muslim, berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 221. 
                           
                          
                                    
              
    
Terjemahan : 
“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman.sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-
orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 
ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. Dan 





Penjelasan Nomor 2 dan 3 : 
Persyaratan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan 
yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan juga harus jelas orangnya. Hal 
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ini menjadikan salah satu alasan bahwa menyebut nama seorang perempuan 
dalam sebuah akad merupakan hal yang penting. 
Penjelasan Nomor 4 : 
Wanita tersebut halal dinikahi oleh calon suami 
Penjelasan Nomor 5 : 
Persyaratan ini menjelaskan bahwa seorang perempuan sedang tidak 
memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki lain dan juga sedang tidak 
dalam masa „idah. 
Penjelasan Nomor 6 : 
Bahwa perempuan tersebut sedang tidak dalam paksaan dan bebas dalam 
menentukan sikap atau pilihan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penolakan 
dengan keras. 
Penjelasan Nomor 7 : 
Perempuan itu sedang tidak menjalani ihram haji atau umrah. 
4. Rukun Perkawinan 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 
Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. akad nikah akan dianggap sah 
apabila ada Dalam Kompilasi Hukum Islam( pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima 
macam, yaitu : 
1) Calon suami 
2) Calon istri 





4) Dua orang saksi 
5) Ijab dan Kabul 
Adapun beberapa jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri 
atas: 
1) wali nikah atau wakilnya, sebab perkawinan dianggap tidak sah apabila 
pengantin wanita menikah tanpa seizin walinya. 
2)  Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akad dianggap sah apabila ada 
dua orang saksi yang menyaksikan. 
3) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil nikah 
dari pihak wanita dan akan dijawab oleh pengantin laki-laki 
Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, 
yaitu : 
1) Wali dari pihak perempuan 
2) Mahar (maskawin) 
3) Calon pengantin laki-laki 
4) Calon pengantin perempuan 
5) Sighat akad nikah 
Pendapat Imam syafi‟I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : 
1) Calon pengantin laki-laki 
2) Calon pengnatin perempuan 
3) Wali 





5) Sighat dan akad nikah 
Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Adapun 
menurut segolongan yang lai rukun nikah itu ada empat. yaitu : 
1) Sighat (ijab dan qabul) 
2) Calon pengantin perempuan 
3) Calon pengantin laki-laki 
4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. 
E. Tinjauan Umum terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur 
Perkawinan dapat dikatakan sebagai langkah awal bagi setiap pasangan untuk 
membangun bahtera yang dikatakan sebuah keluarga. Dalam menjalani kehidupan 
bersama, setiap pasangan akan mengalami banyak halangan dan rintangan yang silih 
berganti untuk menjadi penguat  dari kehidupan berkeluarga
35
 
Pernikahan adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 
Dimana dalam hal ini di tandai dengan bentuk perjanjian. Negara Hukum seperti 
Indonesia yang membahas mengenai perkawinan tentu mempunyai aturan-aturan yang 
harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan 
beserta hal-hal yang menyangkut dengan perkawinan tersebut, seperti rukun dan syarat 
perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada dan jelas.
36
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Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
memiliki pengertian tentang kedewasaan. Seseorang akan/telah dianggap dewasa 
apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melaksanakan yang 
namanya penikahan. Disamping itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai setiap penduduk warga negara 
Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda 
Penduduk). Meskipun dalam penjelasan ini tidak tertulis secara jelas kata dewasa akan 
tetapi masyarakat dan pemerintah mengganggap usia 17 (tujuh belas) tahun dapat 
dikatakan telah dewasa, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undag pemilihan umum 
(Pemilu) yang memberikan hak suara kepada warga Negara Indonesia yang telah 
mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
37
 
Secara biologis anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara 
seorang laki-laki yang biasa disebut dengan Ayah dengan seorang perempuan yang 
disebut sebagai ibu. Jadi secara sederhana pengertian anak dapat diartikan sebagai 
seseorang yang memiliki Ayah dan ibu. Perlindungan oleh hukum belum memberikan 
gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak.
38
.Perkawinan yang baik 
merukpakan perkawinan yang memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.
39
 sehingga 
mencapai tujuan akhir dari yang dinamakan perkawinan. 
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Hukum perkawinan diatur kedalam hukum keperdataan. Seyogyanya, hukum 
perkawinan tidak semata-mata adalah sebuah hukum keperdataan. Perkawinan diatur 
juga (masuk ke dalam) hukum administrasi Negara sebagai syarat keharusan 




Namun dalam praktik dan kenyataannya yang hadir dalam kehidupan 
masyarakat, banyak terjadi perkawinan dimana suami istri belum siap baik secara lahir 
maupun secara batin, dimana mayoritas perkara yang terjadi merupakan perkara suami 
dan atau istri yang masih di bawah umur, sehingga kasus ini dikenal sebagai 
perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini atau perkawinan anak. Tingginya 
angka perkawinan di bawah umur(Dini) ini memberikan begitu banyak dampak negatif 
dan banyak menimbulkan kemudaratan khususnya bagi pihak perempuan
41
 
Pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal 
waktu tertentu dapat disebut sebagai Pernikahan di bawah umur atau istilah 
kontemporernya disebut dengan pernikahan dini.
42
 
Pemerintah wajib memiliki komitmen yang sangat serius dalam menegakkan 
hukum yang terjadi berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-
pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur dapat berpikir dua 
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kali terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan tersebut
43
 sebab pernikahan ini 
bukan hanya memberi dampak buruk pada lingkungan tetapi juga dapat mengganggu 
mental seseorang yang terjerat dalam kasus ini. 
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   BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (empiris) dengan 
kata lain yakni jenis penelitian dengan mengkaji hukum sosiologis. Selain itu dapat pula 
dikatakan dengan penelitian empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 
serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu 
penelitian yang dilakukan dilihat dari apa yang sebernarnya atau kenyataannya terjadi di 
msayarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-
data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka 
selanjutnya melakukan identifikasi masalah secara step by step untuk menenumukan 
apakah solusi dalam penyelesaian masalah yang ingin dicapai.
44
 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Instansi Pengadilan Agama Pangkajene yang 
bertempat di Jl. Poros Makassar Pare-Pare, Mattampa, Kec. Bungoro, 
Pangkep,Pangkajene, Samalewa, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan 
Kepulauan, Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu: 
1. Pendekatan yuridis normatif 
Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan pasal-pasal di 
dalam peraturan perundang-undangan dalam menganalisa suatu permasalahan 
(problem) yang sedang ingin dikaji. Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat 
substasial aturan yang ada dalam sebuah regulasi dengan melihat kenyataan yang ada di 
masyarakat. Sesuai dengan ketentuan penerapan isbat nikah yang diberikan oleh hakim 
pada pernikahan anak yang dibawah umur. 
2. Pendekatan Yuridis Sosiologis 
Pendekatan yuridis sosiologis, adalah merupakan penelitian empiris yang 
dilakukan terhadap keadaan nyata suatu masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada 
identifikasi (problem-identification) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 
(problem-solution). Pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan 
menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau suatu aturan, pendekatan ini pun 
melihat dan menganalisa sebuah masalah yang terjadi. Dimana dalam skripsi penulis 
membahas mengenai penjatuhan putusan oleh hakim, yang akan di analisa secara sosial 






C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan yakni sumber 
data primer dan sumber data sekunder, kedua sumber data tersebut akan dideskripsikan 
antara lain : 
1. Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data pokok. 
Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan di Pengadilan 
Agama Pangkajene yang bertempat di Jl. Poros Makassar Pare-Pare, Mattampa, 
Kec. Bungoro, Pangkep,Pangkajene, Samalewa, Kec. Bungoro, Kabupaten 
Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Dan melakukan sebuah metode 
wawancara dengan salah satu Hakim yang berkompeten dengan putusan yang 
sedang di kaji oleh penulis. 
2. Sumber data sekunder adalah  sumber data atau dokumen tambahan yang 
diambil dari kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas 
baik dalam buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya. 
3. Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dari 
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 
hukum, kamus bahasa, artikel surat kabar, buku, karya ilmiah, interntet dan 









D. Metode Pengumpulan data 
Adapun metode pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi atau Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 
2. Wawancara merupakan metode utama yang di dalam mengumpulkan data 
kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penlelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewawancara atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian kekhasan 
mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.
45
 
3. Studi Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini digunakan untuk mempelajari 
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E. Instrumen  Penelitian 
1. Putusan Hakim 
2. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data 
dari informan pada saat dilakukan wawancara kepada informan. 
3. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan 
fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi kamera, video dan 
juga Recorder suara. 
4. Alat tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal 
ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk liasan 
untuk selanjutnya diolah. 
F. Teknik Pengelolaan  Dan Analisis Data 
1. Teknik pengelolaan46 
a. Indentifikasi data yakni data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
b. Editing adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
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dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang 
didapatkan dari sumber bacaan. 




2. Analisis data 
Bertujuan untuk meguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang 
diperoleh. Analisis yang digunakan adalah dengan cara mengorganisasikan data, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 
dan menentukan apa yang dapat dituliskan dengan data-data yan berasal dari literatur 
bacaan. Analisis data dilakukan dengann langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data adalah malakukan penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan dan 
pemetaan (persamaaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis 
dan intregral.
48
Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data 
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b. Penyajian data (data display) 
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh 
dari berbagai informasi yang dipilih untuk secara sederhana, selektif dan memudahkan 
untuk memaknainya 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 
sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data dari berbagai informasi, yang 
menjelaskan alur sebab akibat suatu fenomena dan nouma terjadi.
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data (Lincoin dan Guba, 1985). 
Dengan kata lain, penelitian ini memiliki kriteria yakni: 
1. Triagulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar 
data untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
tersebut. 
2. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan yang terjadi 
terhadap dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian tersebut untuk 
keperluan analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan 
mengajukan pertayaan-pertayaan tentang data.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian 
1. Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pangkajene. 
Pengadilan Agama Pangkajene merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama 
yang terletak di salah  satu kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan. 
Pengadilan Agama pangkajene telah ada sejak tahun 1915. Pada saat itu Pengadilan 
Agama dinamai qadhi.  
Ketua pengadilan Agama Pangkajene pada saat itu adalah Andi Calla Dg. 
Mabbate (sebagai qadhi pertama) dengan panitera (juru tulis) ialah Ambo Rappung Dg. 
Maloga. Sedangkan hakimnya (leden) masing-masing adalah K.H. Muslimin, H. Muh. 
Said. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene pada masa itu meliputi, 
Onderafdeling pangkajene yang terdiri dari 5 Adatgemenschap yaitu pangkajene, 
Bungoro, Labakkang, Sigeri, Mandalle dan Balocci. 
Pada saat itu, jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pangkajene 
setiap tahunnya rata-rata 100 jenis perkara, yang dimana saat itu perkara yang ditangani 
ialah perceraian, talak, rujuk, kewarisan dan hibah. Mengingat kondisi pada saat itu 
masih jauh dari dunia modernisasi. Pengadilan Agama Pangkajene berkantor dibawah 
kolong rumah petta qadhi selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene. Ditempat 





Momentum berakhirnya kekuasaan di pengadilan Agama Pangkajene ialah pada 
tahun 1953, karena pada tahun tersebut terbentuklah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
yang dimana tugas-tugas qadhi diambil alih oleh KUA Kecamatan sehingga wewenang 
praktis tidak ada lagi (qadhi tidak berfungsi). Hal ini terbentuk sampai terbentuknya 
Mahkamah Syar‟iyah. 
Pada tahun 1958 berdasarkan pada penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 
tanggal 6 maret 1958 terbentuklah Pengadilan Agama Syar‟iyah di Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku dan Irian Barat termasuk Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar‟iyah Pangkep di Sulawesi pada saat itu. 
Berdasarkan Penetapan Menteri Agama pada No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 maret 
1958 ketika Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah Pangkep dibentuk, diketuai 
oleh K.H. Abd. Hannan dengan panitera Abd. Karim dan H. Baharuddin, dengan 
Hakim-hakimnya: K.H. Syuaib Magga dan K.H. Burhanuddin dan dibantu oleh 7 orang 
Hakim Anggota Honorer masing-masing: H. Kallasi Dg. Maloga, H. Muh. Syarif, K.H. 
Muh. Said, Abu Bakaruddin, K.H. Muh. Arsyad dan Muh. Said.
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2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene 
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene Kab. Pangkep meliputi wilayah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 Km, terdiri dari 12 
wilayah kecamatan dan 99 kelurahan atau Desa yakni : 
a. Kecamatan Pangkajene, 9 Kelurahan atau Desa 
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b. Kecamatan Minasate‟ne, 8 Kelurahan atau Desa 
c. Kecamatan Bungoro, 8 Kelurahan atau Desa 
d. Kecamatan Labakkang, 13 Kelurahan atau Desa 
e. Kecamatan Ma‟rang, 6 Kelurahan atau Desa 
f. Kecamatan Segeri, 5 Kelurahan atau Desa 
g. Kecamatan Mandalle, 5 Kelurahan atau Desa 
h. Kecamatan Balocci, 5 kelurahan atau Desa 
i. Kecamatan Tondong Tallasa, 6 Kelurahan atau Desa 
j. Kecamatan Liukang Tupabbiring, 14 Kelurahan atau Desa 
k. Kecamatan Liukang Tangaya, 8 Kelurahan atau Desa 
l. Kecamatan Liukang Kalmas, 7 Kelurahan atau Desa. 
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene 
terhadap penetapan perkara Isbat Nikah Anak dibawah umur 
Isbat Nikah adalah pengesahan atas sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan 
oleh KUA atau PPN yang berwenang. Meskipun secara syariat Islam telah memenuhi 
persyaratan yang sah. Akan tetapi, perkawinan tersebut  belum sah dimata Hukum 
Negara. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun begitu, tidak sedikit 
masyarakat yang melakukan  Isbat Nikah sebagai salah satu bentuk upaya untuk 
mendapatkan pengakuan dimata Hukum secara sah. 
Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene, terdapat kasus Isbat 





pernikahannya. Pernikahan dibawah umur merupakan suatu hal yang sangat lumrah 
terjadi di ruang lingkup masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, sangat perlu diketahui 
bahwa  Perkawinan anak dibawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-undang 
Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974. Hal ini bertujuan untuk menghindari segala hal yang dapat menimbulkan 
kemudharatan. 
Berdasarkan legalitas hukum, perkara Isbat Nikah anak dibawah umur 
merupakan salah satu hal yang tumpang tindih terhadap Undang-undang yang berlaku. 
Sebagaimana ditegaskan  bahwa anak dibawah umur belum memenuhi kategori usia 
untuk dapat di izinkan melaksanakan sebuah perkawinan. Akan tetapi pada 
kenyataannya, Pengadilan Agama Pangkajene menetapkan pengesahan perkawinan 
terhadap anak yang pernah menikah dibawah umur. Hal ini yang menjadikan salah satu 
alasan untuk meneliti apa dasar pertimbangan dan tujuan Majelis Hakim di pengadilan 
Agama Pangkajene memberikan ketetapan keabsahan perkawinan terhadap anak yang 
melakukan perkawinan dibawah umur.    
Putusan Hakim Nomor  0140/Pdt.P/2020/PA.pkj   
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman pelaksanaan tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat 
nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama 
Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini 





perkawinan atau itsbat nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini 
dapat diajukan pemeriksaannya; 
Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II dengan 
mahar berupa cincin emas 1 gram, saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan 
pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan kecuali usia pemohon I 
yang saat itu belum berusia 19 Tahun, pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti 
pernikahan yang sah, sementara pemohon I dan pemohon II membutuhkan bukti 
pernikahan sah untuk kepentingan kepastian hukum dan untuk mengurus Akta 
Kelahiran Anak dan dokumen lainnya; 
Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus 
dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama 
yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “ perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”;  
Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II sebagaimana 
pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya 
perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun 
nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam; 
Menimbang, bahwa sekalipun pada saat dilangsungkannya perkawinan antara 





Tahun), Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menggugurkan perihal 
keabsahan perkawinan pemohon I dan pemohon II yang telah dilangsungkan secara sah 
menurut ketentuan syariat Islam; 
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon I dan pemohon II 
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh 
bukti pernikahannya dalam rangka keperluan administrasi kependudukan yaitu 
mengurus akta kelahiran anak dan dokumen hukum lainnya. Atas hal tersebut Majelis 
Hakim memandang alasan pemohon I dan pemohon II merupakan alasan hukum yang 
sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah 
(perkara) yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, 
dihubungkan dengan fakta bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 
(dua) orang anak, dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas 
perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, Majelis Hakim berpendapat membiarkan 
hubungan antara pemohon I dan pemohon II tersebut tanpa status yang jelas yakni tidak 
adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum perkawinan, hal ini 
akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, tidak hanya bagi pemohon I dan 
pemohon II akan tetapi juga akan menimbulkan masalah dan dampak negatif terhadap 
anak-anak pemohon I dan pemohon II terutama dalam pemenuhan hak-hak yang timbul 
karena perkawinan dan hak-hak keperdataan lainnya, hal yang demikian perlu dihindari 





“menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis 
Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah 
pemohon I dan pemohon II; 
Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum serta untuk memenuh 
maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim 
memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan 
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Balocci, Kabupaten Pangkep. 
Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/PA.pkj. 
Perkawinan yang belum dicatatkan sejatinya menimbulkan sebuah  kecatatan 
hukum, salah satu upaya yang dapat ditempuh ialah dengan mengajukan isbat nikah 
sebagaimana perkara yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang dimana 
perkara tersebut telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama 
Pangkajene, yakni perkara dengan Nomor 0140/Pdt.P/PA.pkj.  
Pembahasan yang akan dikaji dalam sub bab ini adalah bagaimana analisis 
yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam menetapkan 
perkara isbat nikah anak dibawah umur. Isbat nikah subtansinya adalah untuk 
mewujudkan ketertiban hukum dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya keadilan 





Berdasarkan kasus isbat nikah anak dibawah umur dengan Nomor perkara 
0140/Pdt.p/PA.pkj bahwasanya majelis hakim telah memberikan ketetapan terhadap 
kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum. majelis hakim memberikan 
pertimbangan terhadap perkara isbat nikah anak dibawah umur masih sangat kasuistik 
dalam melihat dan memeriksa kasus tersebut. 
Sebagaimna yang telah diketahui bahwasanya pernikahan anak dibawah umur 
tidak dibenarkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal (7) ayat 
(1)  perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ 
perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun”. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum yang berlaku. Sebab Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Pangkep memberikan ketetapan pengesahan perkawinan 
kepada pelaku yang pernah melakukan pernikahan   dibawah umur.  
Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, majelis hakim lebih mengutamakan 
aspek kemaslahatan. Sebab menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 
kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak 
mendapatkan sebuah keabsahan akan menimbulkan banyak kemudharatan. Misalkan, 
tidak adanya kepastian hukum dalam hubungan perkawinan tersebut sehingga jaminan  
kepada anak bagi pasangan suami isteri kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, 
terutama dalam hak waris dan harta bersama. 
Selain mengutamakan asas kemaslahatan sebagai salah satu alasan pertimbangan 





(1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu”. Hal ini merujuk pada rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. 
Sebelum ditetapkannya perkara isbat nikah anak dibawah umur dengan Nomor 
perkara 0140/Pdt.P/PA.pkj Pengadilan Agama Pangkajene terlebih dahulu melakukan 
sosialisasi selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang akan dilaksanakannya persidangan kasus isbat nikah diruang 
lingkup Pengadilan Agama Pangkajene. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya 
keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan. Sebagaimana ketentuan pedoman 
pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013. Selain 
itu, dalam permohonan isbat nikah pemohon diharapkan telah memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan dan telah berusia dewasa.  
Meskipun begitu, Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara isbat 
nikah, hanya saja dengan adanya beberapa pertimbangan dan lebih mengutamakan 
aspek kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum sehingga majelis hakim 
memberikan ketetapan isbat nikah terhadap kasus anak dibawah umur.
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Adapun kasus isbat nikah yang tidak dapat diterima atau disahkan ialah 
perkawinan poligami dan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum. 
sebagaimana tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah 
Agung, Sema (surat edaran mahkamah agung) Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan 
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bahwa “ permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan 
untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin 
kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.  Hal tersebut menjadi 
alasan perkawinan poligami tidak dapat di isbatkan atau niet ontvankelijke 
verkekalaarde (gugatan tidak dapat diterima). 
Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan penyelundupan 
hukum sehingga tidak dapat di isbatkan pernikahannya ialah orang yang mengetahui 
terhadap hukum yang berlaku akan tetapi melanggar hukum tersebut. Misalkan dengan 
sengaja melakukan sebuah perkawinan dengan status masih dibawah umur dan tidak 
mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan masih ada upaya yang dapat 
ditempuh yakni dengan isbat nikah, sehingga hal itu menjadi alasan ditolaknya perkara 
tersebut dan majelis hakim lebih mengedepankan asas ne bis in idem (asas hukum yang 
melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada 
keputusan yang menghukum atau membebaskannya). 
Sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019, ada semangat 
untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur. Dilain sisi, banyak masyarakat yang 
sepertinya melakukan penyelundupan hukum dengan dalil tidak perlu untuk 
mengajukan dispensasi nikah dengan alasan adanya isbat nikah. Pemikiran seperti ini 
dapat ditolerir dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak 





C. Analisis tentang perkara Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur Tinjauan 
Hukum Islam dan Hukum Positif  
Isbat nikah merupakan salah satu perkara yang tidak mengandung unsur 
sengketa (yurisdiksi Volunter) yang dimana ada hanya satu pihak yang berkepentingan 
dalam perkara itu (oneingenlyke rechtspraak)
54
. Perkara isbat nikah merupakan salah 
satu kasus yang sering terjadi diruang lingkup masyarakat, upaya hukum ini dilakukan 
sebagai alas Hukum bagi pemohon di Pengadilan Agama untuk mengesahkan 
perkawinannya. Menyoal dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, perkara isbat 
nikah  memiliki subtansial yang sama untuk memberikan kedudukan Hukum bagi 
pemohon. Hanya saja kedua perspektif Hukum tersebut menjelaskan legalitas perkara 
isbat nikah sesuai dengan protokolnya masing-masing. 
 Hukum Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 
ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Hukum Positif berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. kedua perspektif tersebut 
mengatur tentang ketetapan hukum isbat nikah. 
Dari sudut pandang Hukum Islam, Perkara isbat nikah dapat dilakukan 
terhadap perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para 
pihak, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (4). Yang 
dimana menjelaskan secara gamblang bahwa apabila para pihak beragama Islam, maka 
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proses pernikahan yang dimaksud harus sesuai dengan syariat Islam, begitupun dengan 
sebaliknya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 
Makna sah yang dimaksud ialah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) pada pasal (14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :  
a. Calon suami 
b. Calon istri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab dan kabul 
Pernikahan anak dibawah umur merupakan salah satu faktor penyebab 
terjadinya isbat nikah. Yang dimana kasus ini menjadi tameng munculnya pernikahan 
dibawah tangan yang berdampak pada perkawinan yang tidak dapat dicatatkan 
perkawinannya di pegawai pencatat Nikah dan tidak memilki kekuatan Hukum tetap. 
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 
harus dicatatkan. Dalam hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang  
kepada pemohon agar dapat mengajukan upaya Hukum dengan pengajuan isbat nikah 
ke Pengadilan Agama sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan bentuk pengakuan 





ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”   
 Tujuan dari pemberian penetapan isbat nikah ialah semata-mata untuk 
memberikan perlindungan Hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak 
keperdataan kepada pemohon dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan. Meskipun 
penetapan isbat nikah anak dibawah umur menjadi salah satu hal yang tumpang tindih 
terhadap Undang-undang perkawinan yang menegaskan bahwa larangan pernikahan 
terhadap anak dibawah umur.  Disatu sisi, penegakan hukum beriringan dengan 
kemanfaatan hukum.  
 Kemanfaatan Hukum yang dimaksud disini ialah apabila kemaslahatannya lebih 
banyak dibandingkan kemudharatannya. Maka lebih baik menolak kemudharatan dari 
pada menarik kemaslahatan. Terlepas dari hal itu, tidak semua kasus Isbat nikah dapat 
dikabulkan. Penghalang perkawinan dapat menjadikan salah satu alasan tidak 
diterimanya isbat nikah pemohon dan juga kasus poligami.  
 pengajuan permohonan isbat  nikah di Pengadilan Agama sangat terbatas. 
Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  pada pasal 7 ayat (3) yang 
berbunyi : 
“ Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan” : 





b. Hilangnya Akta nikah 
c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 
Tahun 1974 dan 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
 Adapun yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, 
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 
Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (4). 
 Dari sudut pandang Hukum Positif Hukum positif tidak hanya berkumandang 
kepada Undang-undang saja. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang kemanfaatan 
hukumnya. Sebab hakekat hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, 
tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde keidupan yang lebih besar.
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 Isbat nikah merupakan salah satu duduk perkara yang dimana bertujuan untuk 
mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon yang belum mencatatkan sebuah 
perkawinannya atau pernikahan dibawah tangan. Kasus ini biasanya didominasi dengan 
adanya perkawinan anak dibawah umur.  
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 Perkawinan anak dibawah umur yang dimaksud disini ialah ketika pria dan 
wanita belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana hal ini diatur 
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974.  
 Dampak buruk akibat pernikahan dibawah umur sangat beragam, salah satunya 
perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan berimbas 
kepada hak-hak keperdataan lainnya. Sebagaimana tiap-tiap perkawinan wajib dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat 
dilakukan ialah dengan mengajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal 
ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon dan keluarga yang 
bersangkutan.  
 Mengabulkan Isbat nikah anak dibawah umur merupakan hal yang tumpang 
tindih terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pihak yang berwenang 
memberikan pertimbangan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang. Kebijakan pemangku jabatan terhadap Isbat nikah dapat dikabulkan apabila 
perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaan masing-
masing para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 yang berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” 
 Ayat tersebut memiliki kesamaan perspektif dengan sudut pandang Hukum 





terpenuhi. Baik dari calon suami, calon istri,wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. 
Serta tidak melanggar dari ketentuan Agama.  
  Hal ini yang menjadikan salah satu rujukan majelis Hakim untuk memberikan 
pertimbangan isbat nikah terhadap pernikahan anak dibawah umur. Meskipun 
menimbulkan ketimpangan Hukum terhadap status anak dibawah umur, akan tetapi 
secara syariat telah memenuhi unsur syarat sah sebuah perkawinan.  
 Terlepas dari hal tersebut, ada juga kasus Isbat nikah yang tidak dapat diterima 
atau niet ontvankelije verkekalaarde (gugatan tidak dapat diterima) yakni kasus 
poligami. hal ini diatur dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “ permohonan 
Isbat nikah polgami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan 
anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat 
diajukan permohonan asal-usul anak”. 
 Selain kasus poligami, kasus penyelundupan Hukum juga menjadi salah satu 
alasan Isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Penyelundupan Hukum yang dimaksud ialah 
apabila seseorang dengan sengaja tidak ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor 
Urusan Agama (KUA) dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika hal 
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 Hasil Wawancara bersama Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan 







1. Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat Nikah, 
hal ini untuk menegaskan bahwa tidak semua perkara isbat nikah 
dapat diterima ada juga perkara isbat nikah yang ditolak. Namun, 
Majelis hakim sangat kasuistik dalam melihat atau memeriksa kasus 
isbat nikah anak dibawah umur. Dalam hal ini, Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Pangkajene lebih mengutamakan asas 
kemaslahatan untuk memberikan ketetapan perkawinan kepada 
pemohon Sebab menolak kerusakan harus didahulukan dari pada 
menarik kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika 
sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan sebuah keabsahan akan 
menimbulkan banyak kemudharatan. Misalkan, tidak adanya 
kepastian hukum dalam hubungan perkawinan tersebut sehingga 
jaminan  kepada anak bagi pasangan suami isteri kesulitan dalam 
pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama. 
2. pernikahan anak dibawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-
undang RI Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal (7) ayat (1)  perubahan 
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa 
“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 





Hukum Islam dan Hukum positif berpedoman kepada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi 
Hukum Islam pada pasal (4) yang menegaskan bahwa Isbat Nikah 
dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan 
menurut agama dan kepercayaannya itu. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak 
ada lagi yang terjadi pernikahan di bawah umur sehingga tidak ada 
yang dapat di rugikan bagi masyarakat maupun pemerintah. 
2.  Mengedukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga 
penerapannya merupakan salah satu langkah untuk  memangkas 
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